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ABSTHAR

Praktik ifegad logming sudah begite melups don sanpat meragikan Megara, Megal
feging tidak saja merusak tatanan kedudukan hutan sebagai penvangea kehidupan dan
merugikan keupngan Megara, tetapi juga teleh melanpgar hak-hak sesizl dan ckenemi
manyarakat. Oleh karena itu sudah sclavaknya diberikan sanksi vang berat bagi pelaku
kejahatan kehuatanan ini sesuai dengan Undoang-lUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
kehutanan. Permasalahan dalom telisan ini adzlah 1) Bagaimznakah penerapan pidana
dalom delam kasus iffemal fogrime di wilavah hukum Pengadilan Megeri Solok, 20 Apa
pertimbangan hakim dalam menerapkan padana pada kasus ilegal Jopging di Wilavah
hukurn Pengoadilan Negen Solok? Penelitan yvang dilakukan bersifat deskriptif vaitu cara
penelitizn yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang ditelit
dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukuim di lapangan oleh hakim,
Hasil penelitian memperlihatken bahwa: 1) Penerspan pidans terhadap pelaku ilegol
togeimey didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999 lentang Kehutanan.
Hakim dalam menjatuhkan putusan masih jauh dan vang diatur dalam ancaman maksimal
Undang-Undarg Kehutznan, 21 Pertimbangan hakim dalam menjatubkan putusan lechadap
peleku tindak pidane ilferad fegrine dak honya didassrkan pada dakwaan Jaksa Ponuntut
Lmum, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan. Guna
perhaikan kedepan, Majelis Hakim dalam memuotus perkam haruslah mencari kebenaran
materiil, terhadap putusan yang dijatubkan Majclis Hakim hendaklzh mencerminkan msa
keadilan bapi semua pihak, dan vonis vang dijaluhken harslah seseai dengan ancaman
pasal vang dilanggar.
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 menyebutkan
bahwa pemerinteh BI akan mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewuwjudkan
Indenesia yeng adil dan demokmtis, dan mewujudkan Indomesia yeng lebih scjahtera. Kita
lelah mengammgi perjalanan panjang pembangunan nasional, namun sasaran keberhasilan
pembangunan nusional mesih belum tercapai.”

Hutan merupakan suatu kesatuan ckosistem berupa hamparan lnhan berisi sumber
daya hayati yang didominasi pepohenan dalsm persekutuan alam lingkungan yang satu dan
lainnya tidak dapat dipisahkan®, Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam
menunjang pembangunan nasional. Hutan memberikan manfaal scearn langsung dan tidak
langsung bapi masyarakat. .‘:‘.-:}mr.‘.i langsung, hutan dapat meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat, sedunghken menfast tidak langsungnya hutan dapat memberikan
ketentraman, Kenyamanan dan keindahan,

Indoncsia memiliki hutan seluas lebib kurnng 144 juta ho. Dari jumlah tersebu
hanva 118 juta ha yang masih berupa hutan®, sedangkan sisanys 26 juta ha sudah habis
ditebang oleh berbagai pihak baik yang mempunyai izin Hak Pengusahasn Hulan (HPH)
mavupun yang melakukan denpan  pembalakan liar, Hutan selues 118 juta ha itu terbagi
dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, huten lindung seluas 399 juta ha, serta hutan

konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha®

g deaki 15, Perlindungan Dan Pemberdmpoan ndon; Waiad Bela Negara Dulam Perspedilf
Febangkitan Masion, diskses Rabu, 13 Februar 2008

* Pasal | butir {2), Undang- undang Momor 41 Tohun 1999 teatang Kelsulanan
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Dampak terhadap kerusakan hutan di Indoncsia menuret data dari Thepartemen
Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapad 43
juta ha dari total 120,35 ha dengan Iaju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2, |
juta ha pertabun, Sejumlsah laporan bahkan menyebultkan antara 1,6 sampai 2.4 jula ba
hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapanpan sepak
Bola setiep menitnya. Data terbary dan deparemen kehutanan meavebutkan bahwa laju
degradasi hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta ha per izhun dan Megara telal
kehilangan RI*83 miliar per hari akilat penebangan lar (ifegal logeing).”

Dewasa ini kejahatan di bidang kehuloman intensitasnys semakin meningkat dan
telah mengakibatkan kerugian Megare erutuma dalam menghadapi maraknya peloke
pemanfaatan hutan ilfegol seperti dalam kosus pencbanpan lar, perambahan hutan,
perburuan liar, Salah sute permasalehen yang sangat krusial adalal masalak penehangan
linr atau yang dikenal dengan wstilah * ifegal logeing ™.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilegal logeing merupakan susiu hal vang sedang
berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannyns illeea! locging menjadi
kejahatan yang berskala besar, ferorganisin, dag mempunyal jaringan vang sangat besar,
Salah satu permasalahan di sektor kehulsnen tersehut adalah proses penceakan hukum,
akamn tetapi hal inipun belum bisa dibarap banyak, banyak kejadian di lapangan yang
membuktikan lemahnya penegakon hukum tecsebul, Maka upaya untuk menapgeulangi
illegal logging semakin sulit dan menjadi priorits.”

Tindak pidana Megal Logging ini sudah sering terdengar baik dori media masa
maupun media elektronik, dimana frekuensi doari kasus ferschut dord tahben ke tahun
menenjukkan peningkatan yang sanpat tajam. Sehubungan dengan hal tu pemerinizh

membentuk suatu perangkat hukum yang mengatur lentang upava pelestadan hatan dan
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PENLUTLIP

A, KESIMPULAMN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dopat disimpuikan sebagai berikut:

L.

Pererapan pidana terhadap pelaku fegal logging didasarkan pada Undang-
Undang Momor 41 Tahoun 1999 entong kehutanan, Hakim dalam menjamotikon
pulusin masih jauh dari hukuman vang telah diater dalam Undang-undang
Mamar 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Schingga masih perlu lagi perbaikan
kedepannya agar pelaku ilegal logging henar-benar jera dan tidak mengulangi
perbudtannya.

Pertimbangan  [akim  dalam  menjatubkan putusan kepada pelaku  ilegal
fogrr e [;dak saja berdasarkan Kepada wntute Jaksa Penuntin Umuom (JPLD,
tetapi juga mempertimbangkan hal-hal fain dilvar twntuen JPU vaite bukti-
bukti vang ditemukan di persidangan, keterangan para saksi, dan hzl-hal vang
memberatkan dan meringankan terdakwa, Oleh Karena ilu terhadap masing-
masing wrdskwa yang dituntut oleh JPLU dengan Pasal vang sema, hakim dapar

menjatuhkan putusan yang berbeda.

B. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penclitian vang telah penulis lakukon. Dalam hal

permasalahan ataun kendala vang timbul. maka penulis memberikan saran-saran dalam

ranpka pemberantasan tindak pidana Wlegael fogeigr sebagai berikut:

Lo Majelis Hakim dalam memutus perkars haruslah mencari kebenaran

meteriil, jadi tidak hanya sehatas apa yang diajukan dalam dakwaan JPLL
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